Society, 8 (2), 612-627, 2020

S@@ﬁ@ﬁy P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874

https://society.fisip.ubb.ac.id

Reduksi Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan

Siti Rohima " °* Liliana » *¥ dan Aning Kesuma Putri 2*
I Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya, 30662, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Bangka Belitung, 33172, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
* Korespondensi: aning@ubb.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Info Publikasi: .
Artikel Hasil Penelitian

Check for
updates

Sitasi Cantuman:

Rohima, S., Liliana, L., & Putri, A.
K. (2020). Poverty Reduction in
Regencies/Municipalities in South
Sumatra Province. Society, 8(2),
581-595.

DOI: 10.33019/s0ciety.v8i2.215

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Society

Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-
NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 27 Juli, 2020;
Diterima: 12 Oktober, 2020;
Dipublikasi: 30 Desember, 2020;

Belanja Daerah adalah penganggaran untuk semua kebutuhan
dan kegiatan pemerintahan dan dikelola di bawah kewenangan
provinsi, kabupaten, dan kota melalui kepala daerahnya
masing-masing. Optimalisasi Belanja Daerah yang tepat
sasaran berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reduksi kemiskinan
di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia,
dengan menguji pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial,
Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
kemiskinan. Data yang digqunakan adalah data primer dan
sekunder yang diperoleh dari 15 kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Selatan selama periode 2010-2018. Teknik analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemetaan
Kemiskinan (Poverty Mapping) dengan Tipologi Klassen dan
Regresi Linier Berganda. Dengan menggunakan Tipologi
Klassen untuk pemetaan kemiskinan di Provinsi Sumatera
Selatan  diperoleh empat  klasifikasi wilayah  (kuadran)
berdasarkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi: kuadran I
(daerah maju dan bertumbuh cepat), kuadran II (daerah maju
tetapi tertekan), kuadran III (daerah sedang bertumbuh), dan
kuadran IV (daerah relatif tertinggal). Hasil klasifikasi
Tipologi Klassen: kuadran I meliputi Kota Palembang, kuadran
I meliputi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara
Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten
Banyuasin. Kuadran III meliputi Kabupaten Ogan Komering
Ulu, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuk Linggau. Sedangkan
kuadran 1V meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi
Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten
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Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Hasil regresi uji-t
menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Sosial dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap reduksi kemiskinan,
sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan
terhadap reduksi kemiskinan. Hasil regresi uji-F menunjukkan
bahwa reduksi kemiskinan dipengaruhi secara simultan oleh
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja
Modal kurang tepat sasaran. Kebijakan yang diharapkan dapat
mereduksi kemiskinan adalah dengan memberikan Belanja
Bantuan Sosial dan Belanja Modal yang tepat sasaran.

Kata Kunci: Belanja Bantuan Sosial; Belanja Modal;
Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah;
Reduksi Kemiskinan

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjelaskan tentang transfer Dana Perimbangan ke daerah, antara lain Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perbedaan jenis Dana Perimbangan terletak pada
alokasi dananya. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah dan di bawah
prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Wulandari et al.,
2018).

Pendapatan daerah berasal dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Asli
Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan
kemandirian daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan
daerah sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah (Delen et al., 2019; Yuliansyah et al.,
2020).

Pengelolaan pemerintahan bersifat desentralisasi yang artinya kewenangan Pemerintah
Daerah untuk mengelola dan membangun daerah (Syari et al., 2017). Pemerintah Daerah
mengetahui potensi dan kebutuhan daerah dalam mendukung pembangunan. Proses
pembangunan dapat diartikan sebagai serangkaian kombinasi antara kegiatan sosial, ekonomi,
dan institusional untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Das et al. (2018) menjelaskan
bahwa dalam proses pembangunan terdapat tiga tujuan utama: 1) terpenuhinya kebutuhan
pokok, 2) peningkatan kualitas standar hidup, seperti pendapatan, pekerjaan, dan kualitas
pendidikan, dan 3) kemampuan ekonomi untuk menentukan pilihan dalam masyarakat.

Menurut Arndt & Tarp (2016), pembangunan merupakan proses perubahan struktur,
perilaku, dan institusi sosial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan
pendapatan dan reduksi kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin daerah untuk mendanai kegiatan
pemerintahan. Jika kebutuhan pemerintah tinggi maka kebutuhan belanja pemerintah akan
meningkat, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik (Junita et al., 2018).
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Optimalisasi Belanja Daerah berdampak baik bagi perekonomian. Belanja Daerah terdiri
dari 2 jenis: Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung terdiri dari
Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Tidak Langsung terdiri dari
Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Bantuan
Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa, dan Belanja Tak Terduga
(United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2015; Korompot &
Warongan, 2017; Nasution, 2017; Sijabat, 2017; Wakarmamu & Indrayono, 2019).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam terutama di sektor pertambangan
(minyak dan batubara), perkebunan (teh dan kopi), dan pertanian (karet, kelapa sawit, dan
padi). Sumber daya alam tersebut merupakan nilai tambah bagi Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). Dibandingkan dengan nilai PDRB di Sumatera, PDRB per kapita Provinsi
Sumatera Selatan, pada tahun 2010-2018, menempati peringkat ke-5 (Katadata.co.id, 2019).
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan cenderung tinggi. Namun demikian, nilai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat membuktikan bahwa kemiskinan di Provinsi
Sumatera Selatan telah berkurang secara merata.

Berdasarkan otonomi daerah dan desentralisasi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13
kabupaten dan 4 kota yang diwajibkan untuk mengelola anggarannya. Besarnya Belanja
Daerah bergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang apabila Pemerintah
Daerah mengelola faktor-faktor tersebut dengan tepat akan meningkatkan Belanja Daerah.
Meningkatkan Belanja Daerah akan meningkatkan kepentingan daerah dan berdampak
signifikan terhadap perekonomian serta mereduksi kemiskinan (Rohima, 2018). Belanja Daerah
di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi PDRB, Pendapatan, dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2013-2018

Tahun PDRB (dalam miliar Pendapatan Daerah Belanja Daerah

rupiah) (dalam ribu rupiah) (dalam ribu rupiah)
2013 280,348.46 5,468,139,691.03 5,678,703,610.53
2014 306,421.60 6,252,136,312,52 5,781,570,143.91
2015 331,765.70 5,869,535,074.63 5,169,621,852,82
2016 353,866.90 6,582,780,929.68 4,962,572,330.78
2017 382,885.70 8,195,968,131.80 6,409,382,404.46
2018 419,723.51 9,141,371,395.10 7,941,143,670.10

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2016, 2019)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan
Belanja Daerah (Syari et al., 2017; Anita & Aprilianto, 2017). Alokasi belanja pegawai, barang
dan jasa, serta modal dapat mendorong pembangunan ekonomi untuk meningkatkan
kemandirian daerah dan mengoptimalkan potensi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera (Susetyo et al., 2018). Jika pertumbuhan ekonomi daerah tinggi, artinya total
pendapatan daerah terus bertambah, sehingga dapat mereduksi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan (Akhmad ef al., 2018).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup signifikan bagi Provinsi Sumatera
Selatan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,068
juta jiwa, atau 12,80% dari total penduduk, dan merupakan jumlah penduduk miskin nomor
tujuh tertinggi di Indonesia. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki persentase penduduk
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miskin tertinggi yaitu 19,12%, sedangkan Kota Pagar Alam memiliki persentase penduduk
miskin terendah yaitu 8,77% (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2019).

Salah satu upaya reduksi kemiskinan yang dilakukan adalah dengan transfer dana dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan
kemampuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di masing-masing
daerah. Jumlah transfer dana yang diberikan pemerintah setiap tahun tidak sama, sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan di suatu daerah. Transfer dana tersebut
merupakan Dana Sosial. Pada tahun 2018, Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki realisasi
anggaran bantuan sosial tertinggi, yakni 54,5 miliar rupiah untuk 495.460 keluarga penerima
manfaat. Sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki realisasi anggaran bantuan
sosial terendah yaitu sebesar 1,3 miliar rupiah untuk 11.866 keluarga penerima manfaat (Badan
Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2019).

Kajian tentang reduksi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih terbatas. Studi-studi
sebelumnya hanya membahas kemajuan pembangunan terhadap kemiskinan, tanpa mengkaji
lebih jauh reduksi kemiskinan di setiap daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji reduksi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu
dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menyalurkan Belanja Bantuan
Sosial dan Belanja Modal secara tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu.

2. Tinjauan Pustaka
2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Adolf Wagner menyatakan belanja pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin
meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah atas produk nasional di
negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan dalam perekonomian mengalami kecenderungan
yang semakin meningkat. Wagner menyebut tren ini sebagai “law of ever increasing state activity”
(hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah) (Mangkoesoebroto, 2002 sebagaimana
dikutip dalam Azwar, 2016). Selanjutnya hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut:

GpCt _ (GpCt-1) > (GpCt-2) > (GpCt—n) 1
R o ey S — (1)

Keterangan:

GpC = Pengeluaran pemerintah per kapita

YpC = Produk atau pendapatan nasional perkapita
t waktu

Esensi dari hukum tersebut berarti bahwa kegiatan pemerintah akan menyebabkan
kegagalan pasar dan eksternalitas. Kemudian Wagner menyimpulkan bahwa pertumbuhan
ekonomi akan mengarah pada hubungan yang kompleks antara industri dan industri dan
industri dan masyarakat, yang mengarah pada kegagalan pasar dan eksternalitas negatif yang
lebih signifikan.

2.2. Belanja Bantuan Sosial
Beberapa kriteria pengalokasian belanja bansos dalam APBD (Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, 2014; Idris et al., 2019) adalah sebagai berikut:
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1) Belanja Bantuan Sosial tidak didistribusikan terus menerus di setiap tahun anggaran.
Belanja Bantuan Sosial didistribusikan secara selektif kepada penerima, dan ada aturan
yang jelas terkait penggunaannya.

2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan anggaran dalam bentuk uang jika
Pemerintah Daerah telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang untuk melaksanakan fungsi APBD sebagai instrumen
keadilan dan pemerataan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3) Ada anggaran bantuan partai politik untuk Belanja Bantuan Sosial, yang diberikan
berdasarkan undang-undang.

Penggunaan Belanja Bantuan Sosial ditekankan pada peningkatan kemampuan ekonomi
masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah masing-masing. Besarnya dana
transfer yang disediakan pemerintah setiap tahun tidak sama dan mengikuti kebutuhan
masyarakat dan daerah.

2.3. Belanja Modal

Belanja yang bertujuan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, kemudian belanja
tersebut digunakan secara rutin untuk biaya pemeliharaan, termasuk belanja administrasi
umum disebut dengan Belanja Modal (Susetyo et al., 2018). Belanja yang dilakukan oleh
pemerintah yang menghasilkan aset tetap tertentu disebut juga dengan Belanja Modal (Triyanto
et al., 2017). Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan setiap Belanja Modal ke dalam laporan
realisasi APBD selama satu tahun anggaran.
Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan aset tetap
pemerintah seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang memiliki peran penting
dalam jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Widianto et al., 2015).

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun Pemerintah Daerah
menerima sumber pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Pendapatan Asli
Daerah memiliki peran yang signifikan dalam keuangan daerah untuk menjadi tumpuan utama
otonomi daerah dan pembangunan (Nilawati, 2019; Lestari & Utama, 2019).

3. Metodologi Penelitian
3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Tipologi Klassen dan
Regresi Linier Berganda. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember
2019. Data panel sebanyak 405 data yang terdiri dari data primer dan sekunder pada variabel
Pendapatan Asli Daerah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal pada 15 Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian data deret waktu dimulai dari 2010 hingga 2018.

3.2. Tipologi Klassen
Kemiskinan menjadi ciri perkembangan suatu daerah, baik di provinsi, kabupaten, maupun
kotamadya. Klasifikasi tingkat kemiskinan dalam tipologi Klassen sebagai berikut:
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Tabel 2. Tipologi Klassen

PE
IPM (1) ) (y1>y) (y1<y)
Kuadran I Kuadran III
(rl >71) Daerah maju dan Daerah sedang bertumbuh
bertumbuh cepat
(11 <) Kuadran II Kuadran IV
Daerah maju tetapi tertekan Daerah relatif tertinggal

Sumber: Sjafrizal (2012); Kuncoro (2018)

Keterangan:

rl = jumlah penduduk miskin kabupaten/kota

r = rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota

yl = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

y = rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

Analisis klasifikasi tipologi ini bertujuan untuk menentukan kriteria kemiskinan di 15

kabupaten/kota dengan rata-rata kemiskinan kabupaten/kota selama periode penelitian.
Apabila indikator kemiskinan suatu daerah lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka daerah tersebut memiliki indikator
kemiskinan yang tinggi. Sebaliknya jika indikator kemiskinan suatu daerah lebih rendah dari
rata-rata kemiskinan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka daerah
tersebut memiliki indikator kemiskinan yang rendah. Sehingga karakteristik daerah miskin di
Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi empat (Sjafrizal, 2012; Kuncoro, 2018), sebagai
berikut:

D)

3.3.

Daerah maju dan bertumbuh cepat atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan
kemiskinannya rendah.

Daerah maju tetapi tertekan atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun
tingkat kemiskinannya tinggi.

Daerah sedang bertumbuh atau daerah dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi
pertumbuhan ekonominya tinggi.

Daerah relatif tertinggal atau atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan
tingkat kemiskinan tinggi.

Model Regresi
Analisis regresi data panel bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Bantuan Sosial,

Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2018. Model regresi adalah sebagai berikut:

Povit = ﬂO + ﬁlsElt + ﬁZCElt + ﬁgLGth + git ......................................... (2)

Keterangan:

Pov;,

Bo

kemiskinan (persen)
konstanta
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:80/ :81/ :82/ :B3

koefisien kemiskinan, Belanja Banuan Sosial, Belanja Modal dan

Pendapatan Asli Daerah
SAE;; = Belanja Bantuan Sosial
CE;; = Belanja Modal
LGR;; = Pendapatan Asli Daerah
Eit = error
1 = cross section
t = time series

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Analisis Tipologi Klassen

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki banyak sumber daya alam
dari sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Nilai tambah masing-masing sektor
akan menambah angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB per kapita Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2018 mencapai nilai 50,1 juta rupiah dan menduduki peringkat kelima
secara nasional. Perubahan nilai PDRB suatu daerah dibandingkan tahun sebelumnya
menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Katadata.co.id, 2019).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2016-2018 menunjukkan
nilai yang berfluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai nilai 6.04% persen. Angka tersebut lebih
besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 yang hanya mencapai 5,17
persen. Pada tahun 2017 dan 2018, capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan
lebih besar dibandingkan capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang
sama (Bisnis.com, 2019).

Alokasi anggaran Pemerintah Daerah berupa belanja rutin dan belanja pembangunan
untuk pembangunan daerah. Kemudian pengeluaran tersebut dilaporkan dalam APBD. Item
yang terdapat dalam APBD terdiri dari belanja rutin untuk mendanai kegiatan pemerintahan.
Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota memiliki kewenangan untuk menggunakan Belanja
Daerah. Syarat optimalisasi Belanja Daerah adalah dapat berdampak pada pembangunan
ekonomi daerah.

Tabel 3. Klasifikasi Tipologi Klassen

Indeks Pembangunan Pertumbuhan

Kabupaten/Kota Manusia Ekonomi Kuadran
Lahat 65.54 < 8958.5 < v
Musi Banyuasin 65.75 < 34717.3 > 11
Musi Rawas 63.53 < 9595.1 < v
Muara Enim 65.8 < 24438.5 > II
Ogan Komering Ilir 64.82 < 13524.2 > II
Ogan Komering Ulu 67.27 > 7246.6 < 111
Banyuasin 64.22 < 14084.1 > II
Ogan Ilir 64.95 < 5109.4 < I\
OKU Timur 66.63 < 6999 < IV
OKU Selatan 63.44 < 3982.4 < 1\
Empat Lawang 63.87 < 2566.6 < IV
Palembang 75.5 > 66408.8 > I
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Indeks Pembangunan Pertumbuhan

Kabupaten/Kota Manusia Ekonomi Kuadran
Prabumulih 7217 > 3633.7 < 111
Pagar Alam 65.96 < 1628.5 < IV
Lubuk Linggau 72.05 > 2907.3< 111
Rata-Rata 66.76 12538.9

Sumber: data diolah (2019)

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota memiliki kewenangan untuk menggunakan
belanja daerah. Syarat optimalisasi Belanja Daerah adalah dapat berdampak pada
pembangunan ekonomi daerah. Hasil klasifikasi tipologi Provinsi Sumatera Selatan diperoleh
empat pengelompokan daerah (kuadran) berdasarkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,
sebagai berikut:

1) Kuadran I (daerah maju dan bertumbuh cepat). Daerah yang termasuk dalam kuadran satu
adalah Kota Palembang karena merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang
merupakan pusat kegiatan perekonomian.

2) Kuadran II (daerah maju tetapi tertekan dengan kemiskinan tinggi dan pertumbuhan
ekonomi tinggi). Daerah yang termasuk dalam kuadran dua adalah Kabupaten Musi
Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten
Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah penyumbang hasil
tambang minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Kabupaten Muara Enim,
Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin merupakan daerah penghasil kelapa sawit dan karet.
Pabrik pengolahan sawit dan karet bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3) Kuadran III (daerah sedang bertumbuh dengan tingkat kemiskinan rendah). Daerah yang
termasuk dalam kuadran tiga adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih,
dan Kota Lubuk Linggau. Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau merupakan daerah
pemekaran yang memiliki banyak sumber daya alam. Sumber daya alam utama di Kota
Prabumulih adalah minyak, kelapa sawit, dan karet. Sedangkan Kota Lubuk Linggau dan
Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki banyak sumber daya alam berupa karet, kelapa
sawit, dan hasil pertanian.

4) Kuadran IV (daerah relative tertinggal dengan angka kemiskinan tinggi dan pertumbuhan
ekonomi rendah). Daerah yang termasuk dalam kuadran empat adalah Kabupaten Lahat,
Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam.
Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam memiliki banyak sumberdaya alam berupa hasil
perkebunan (teh dan kopi) namun memerlukan program produk hilir dan akses jalan yang
memadai. Begitu pula dengan Kabupaten Empat Lawang yang membutuhkan waktu
sekitar 8 jam untuk melakukan mobilitas perekonomian, sehingga menghambat aktivitas
perekonomian di daerah tersebut. Kabupaten Ogan Ilir kurang mengalami kemajuan
karena masyarakat belum mendapatkan program-program pertumbuhan ekonomi.
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
merupakan daerah pemekaran baru dan masih terus meningkatkan pembangunan.
Kurangnya pembangunan di daerah kuadran empat karena pola pikir masyarakat yang
skeptis terhadap masyarakat migran dan program pembangunan pemerintah.
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4.2. Statistik Analisis

Pemilihan model estimasi data panel terbaik yang digunakan dalam analisis mengacu pada
uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow menentukan apakah analisis akan menggunakan Common
Effect atau Fixed Effect. Sebaliknya, uji Hausman menentukan apakah analisis akan
menggunakan Fixed Effect atau Random Effect.

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 41.683725 (14,132) 0.0000
Cross-section Chi-square 253.542077 14 0.0000

Sumber: data diolah (2019)
Nilai probabilitas 0,00 yang berarti lebih kecil dari a = 0,05. Kemudian HO ditolak yang
menunjukkan bahwa model estimasi data panel yang digunakan adalah model Fixed Effect yang

lebih baik dari model Common Effect.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic ~ Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 8.782868 3 0.0323

Sumber: data diolah (2019)

Nilai probabilitas 0,0323 berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian secara statistik HO
ditolak dan H1 diterima, sehingga model estimasi data panel yang digunakan adalah model
Fixed Effect yang lebih baik dari model Random Effect.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji Chow dan uji Hausman, kedua nilai
probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05, sehingga penelitian ini
menggunakan model Fixed Effect.
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Tabel 6. Model Regresi Fixed Effect

Dependent Variable: Pov?

Method: Pooled Least Squares

Date: 09/10/19 Time: 07:49

Sample: 2008 2017

Included observations: 10
Cross-sections included: 15

Total pool (balanced) observations: 150

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic ~ Prob.
C 15.75050  4.490734  3.507332  0.0006
LNSAE? 0.309322  0.080020  3.865581  0.0002
LNCE? 0.559765  0.343475  1.629714  0.1055
LNLOCALLY_GENERATE
D REVENUE? -1.017792  0.200355 -5.079951  0.0000
Fixed Effects (Cross)
_LAHAT--C 4.906372
_MUBA-C 5104178
_MURA-C 3.994148
_ME-C 0.799268
_OKI-C 1.707452
_OKU-C -1.433867
_BA-C -1.913108
_OI-C -0.327272
_OKUT-C -4.427601
_OKUS-C -3.203717
_EL-C -0.921154
_PAL-C 1.296510
_PBM-C -1.569226
_PGA-C -4.751256
_LLG-C 0.739272
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.859763 Mean dependent var  14.12247
Adjusted R-squared 0.841703 S.D. dependent var 3.222711
S.E. of regression 1.282207 Akaike info criterion  3.447210
Sum squared resid 217.0154 Schwarz criterion 3.808486
Log likelihood -240.5408 Hannan-Quinn criter. 3.593985
F-statistic 47.60389 Durbin-Watson stat 0.897886
Prob(F-statistic) 0.000000

Source: data diolah (2019)
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Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 6, model persamaan regresi adalah sebagai
berikut:
Pov
Std. Error
t-Statistic
F-Statistic
R-Square

15.75050 + 0.309322 + 0.559765 = 1.017792 .......vovveeeeeeeeen (2.1)
(4.490743) (0.080020) (0.343475) (0.200355)

(3.507332) (3.865581) (1.629714) (-5.079951)

47.60389

0.859763

Hasil regresi antara variabel Belanja Bantuan Sosial dan kemiskinan kabupaten / kota di
Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai t sebesar 3,8655 > 1,65622, HO ditolak. Artinya,
ketika Belanja Bantuan Sosial naik sebesar 0,3 persen dapat mereduksi kemiskinan
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,3 persen.

Sedangkan Belanja Modal menunjukkan nilai t-Statistic 1.629714 < 1.65622, maka H1
ditolak. Artinya, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap reduksi kemiskinan di
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-Statistic dan t-tabel 5,0799 > 1,6730, H1
diterima, dan HO ditolak. Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif
terhadap reduksi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ketika
Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 1 persen, kemiskinan berkurang 1 persen.

Jika diuji secara simultan antara variabel Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap reduksi kemiskinan, diperoleh hasil F-Statistic dan F-
table 22.9430> 2.67. Berdasarkan uji hipotesis, penelitian ini menolak HO dan menerima H1
yang artinya Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh terhadap reduksi kemiskinan.

Nilai pengaruh variabel independen ini didasarkan pada nilai koefisien determinan (R-
Square) sebesar 0.859763. Artinya, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 85,9763% reduksi kemiskinan, sedangkan 14,0237%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

4.3. Analisis Reduksi Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Selain itu
terkait dengan pendapatan yang rendah, standar hidup yang rendah, perumahan yang tidak
layak untuk ditinggali, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah, yang pada
akhirnya membuat sumber daya manusia tidak berkualitas, sehingga meningkatkan
pengangguran (Felix, 2011; Ismail & Hakim, 2014).

Peningkatan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1
persen akan mereduksi kemiskinan sebesar 1 persen di 15 kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Selatan. Hasil ini sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah berdampak pada
kemiskinan, yang menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka
akan mereduksi kemiskinan (Todaro & Smith, 2015).

Anwar (2017) dan Sasti & Latrini (2019) menyatakan bahwa alat yang digunakan untuk
mereduksi kemiskinan secara langsung dan tidak langsung dapat menggunakan belanja
pemerintah berupa Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan pembangunan ekonomi lainnya.
Omodero (2019) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan
manusia dapat mengurangi tingkat kemiskinan menggunakan analisis data panel, model CGE,
dan analisis cross-section.
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Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya daerah
menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan inti dari pelaksanaan otonomi daerah.
Meskipun terkadang masih terdapat ketergantungan yang sangat tinggi pada Belanja Bantuan
Sosial dan Belanja Modal, termasuk temuan yang diperoleh melalui penelitian ini.

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Sosial di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Selatan berdasarkan wawancara di lapangan masih belum mampu mengurangi kemiskinan. Ini
menunjukkan ketidakmampuan 15 Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup. Selain
itu, program reduksi kemiskinan yang tidak tepat sasaran seperti Belanja Bantuan Sosial
kepada kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam indikator kemiskinan telah
meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar jurang kemiskinan.

Implikasi yang sama juga berlaku untuk Belanja Modal. Hasil wawancara lapangan
menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh secara parsial dalam reduksi
kemiskinan. Menurut Widianto et al. (2015), pengaruh langsung Belanja Modal adalah manfaat
belanja pada program kerja dan kesejahteraan. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah
manfaat ketika pemerintah berinvestasi di bidang infrastruktur yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat
miskin meningkatkan pendapatan. Hubungan antara Belanja Modal dan kemiskinan
merupakan stimulus dari pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan upah.

Peningkatan Belanja Modal akan meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan
permintaan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan menciptakan
permintaan agregat yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Triyanto et al.
(2017), Badrudin & Kuncorojati (2017), Suratno & Ardita (2018), dan Sasti & Latrini (2019),
menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).

Selain itu, secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berpengaruh
signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Selatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemiskinan memiliki hubungan negatif jika
dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengurangi kemiskinan. Pada
posisi hasil ini, hasil penelitian masih relevan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Menurut Mun'im (2012), Adiguno et al. (2014), dan Ludi & Bird (2007), masalah utama
kemiskinan adalah aksesibilitas, yaitu kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan
dasarnya, yaitu hak-haknya sebagai manusia dan warga negara. Akses yang tidak bisa
didapatkan oleh masyarakat miskin meliputi:

1) makanan yang layak

2) pakaian yang layak

3) rumah layak huni

4) pelayanan kesehatan yang memadai
5) layanan pendidikan

6) waktu luang dan hiburan

7) kualitas hidup yang layak

Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah berkewajiban meningkatkan Belanja Modal
dalam pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan
publik lainnya, termasuk kegiatan sektor ekonomi. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial dan
Belanja Modal berdampak pada peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan
kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan pendapatan
masyarakat, dan mereduksi kemiskinan.
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5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tipologi Klassen, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten
Ogan lIlir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam merupakan daerah relatif tertinggal dengan
tingkat kemiskinan tinggi dan pertumbuhan perekonomian rendah.

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki
pengaruh yang berbeda terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi uji-t, Belanja Bantuan
Sosial berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Belanja Modal tidak mempengaruhi kemiskinan.
Hasil regresi uji-F menunjukkan bahwa reduksi kemiskinan dipengaruhi secara simultan oleh
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah.
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